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Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 belum terjadi terobosan baru bagi dunia usaha
khususnya dunia perbankan dalam hal mengeksekusi barang agunan kredit macetnya, walaupun berdasarkan
Undang-Undang tersebut pihak perbankan selaku kreditor diberikan hak untuk dapat melakukan eksekusi
terhadap kredit macet yang telah dibebani Hak Tanggungan melalui institusi lelang. Pada dasarnya sistem
penjualan secaralelang bukanlah hal yang baru bagi dunia usaha di Indonesia, lelang secara resmi masuk
dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1908 yaitu dengan berlakunya Vendu Reglement
(Peraturan Lelang Stb. 1908 N0.189) dan Vendu Instructie (Instruksi Lelang Stb. 1908 N0.190). Sedangkan
sebagal penyelenggara pelayanan lelang di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang
Negara (DJPLN) sebagai salah satu unit eselon | di lingkungan Departemen Keuangan, melalui kantor
operasionalnya yang disebut Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Berdasarkan data yang
penulis peroleh jumlah persentase |lelang Hak Tanggungan yang digjukan oleh Perbankan Swasta kepada
KP2LN Jakarta | adalah sebagai berikut; lelang yang tidak laku mencapai 24% dan jumlah gugatan terhadap
lelang Hak Tanggungan tersebut mencapai 20% terlebih berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap 40
responden pengguna jasa lelang 62% menyatakan telah puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh
KP2LN Jakartal, tetapi terdapat 38% responden yang belum puas terhadap pelayanan KP2LN Jakartal.
Alternatif penyelesaian kredit macet dengan menggunakan sarana hukum Hak tanggungan hanya dapat
diterapkan terhadap bank swasta dengan menggunakan Pasal 6 dan Pasal 14 jo. Pasal 20 Undang-Undang
Hak Tanggungan, sedangkan untuk bank pemerintah mempunyai dasar hukum yang mengatur penanganan
kredit macet tersendiri yang bersifat lex specialist dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 melalui prosedur pengurusan piutang negara.
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